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TINDAK PIDANA PERJUDIAN 

( Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kutalimbaru ) 

Josua Tampubolon * 
Iman J auhari ** 

Arif*** 

ABSTRAK 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 3 0 3 ayat ( 3 ) 
menegaskan setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya 
tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah 
besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala 
peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan 
oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala 
peraturan lainnya. Perjudian T ogel ini membuat masyarakat di Kecamatan 
Kutalimbaru menjadi malas bekerja serta menimbulkan dampak meningkatnya 
Kriminal serta kejahatan-kejahatan di daerah wilayah hukum Polsek Kepolisian 
Kecamatan Kutalimbaru sehingga dalam hal ini Kepolisian Polsek Kecamatan 
Kutalimbaru sangat diharapkan peran aktif dan tanggungjawab sebagai Penegak 
Hukum ditengah masyarakat untuk menegakan hukum dalam upaya 
pemberantasan perjudian di tengah masyarakat. 

Dilatarbelakangi dengan uraian tersebut di atas, peneliti memberikan suatu 
perumusan masalah sebagai berikut : ( 1) Apa penyebab munculnya kejahatan 
tindak pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru ? (2 ) Bagaimana peran 
penyidik Polri dalam memberantas perjudian dalam lingkungan masyarakat 
ditinjau dari kriminologi ? dan (3) Bagaimana penegakan hukum dalam 
pemberantasan tindak pidana perjudian? 

Menjawab perumusan masalah di atas, penelitian ini berdasarkan dengan 
hukum positif, dan hukum empiris, maka metode dengan meggunakan pendekatan 
hukum normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan 
penegakan hukum dalam pemberantasan perjudian serta pendekatan hukum 
empiris maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa 1 ). Penyebab terjadinya 
tindak pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru kabupaten Deli Serdang 
disebabkan oleh kondisi perekonomian yang kurang, kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap ajaran agama, adanya keadaan yang tidak menentu dari 
permainan judi itu sendiri dan kondisi lingkungan yang membiasakan atau 
setidaknya mengajak masyarakat untuk melakukan judi; 2 ). Peran Penyidik Polri 
dalam memberantas perjudian adalah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk 
melakukan penaggulangan terhadap praktek perjudian ditempuh dengan meliputi 

• 
Mahasiswa PPs. MHB UMA 

•• Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA 
••• Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA 

setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada 
pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu 

pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak 

yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula 
peraturan lainnya. Perjudian T ogel T ogel T ini membuat masyarakat di Kecamatan 

menjadi malas bekerja serta menimbulkan dampak meningkatnya 
serta kejahatan-kejahatan di daerah wilayah hukum Polsek Kepolisian 

Kutalimbaru sehingga dalam hal ini Kepolisian Polsek Kecamatan 
sangat diharapkan peran aktif dan tanggungjawab sebagai 

ditengah masyarakat untuk menegakan hukum dalam 
pemberantasan perjudian di tengah masyarakat. 

Dilatarbelakangi dengan uraian tersebut di atas, peneliti memberikan 
masalah sebagai berikut : ( 1) Apa penyebab munculnya 

pidana perjudian di kecamatan Kutalimbaru ? (2 ) Bagaimana peran 
Polri dalam memberantas perjudian dalam lingkungan masyarakat 

kriminologi ? dan (3) Bagaimana penegakan hukum 
pemberantasan tindak pidana perjudian? 

Menjawab perumusan masalah di atas, penelitian ini berdasarkan 
positif, dan hukum empiris, maka metode dengan meggunakan pendekatan 
normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan 
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upaya prevemtif, preventif dan represif. Pertama, upaya prevemtif dilakukan 
melalui usaha yang ditujuk:an untuk: meningkatkan kesadaran huk:um masyarakat 
seperti, penyuluhan huk:um. kedua, upaya preventif ini dilakukan melalui 
peningkatkan intensitas patroli dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui 
pemberian informasi telah terjadinya tindak pidana perjudian. Upaya represif pun 
dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk: 
menangkap dan selanjutnya memproses para pelaku perjudian sesuai dengan 
presedur huk:um yang berlaku, dan 3). Penegakan huk:um Kepolisian Kutalimbaru 
ini kurang berhasil dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, 
yakni kurangnya jumlah personil Kepolisian, kurang memadainya sarana dalam 
pelaksanaan tugas, belum adanya kerja sama antara institusi terkait, bentuk 
perjudian yang bersifat parsial, kurangnya partisipasi masyarakat dan sebagainya. 

Dalam hal ini para tokoh agama, adat, pemerintah, instansi setempat 
maupun Polri sebagai penegak huk:um hendaknya memberikan pemahaman serta 
membimbing masyarakat melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap 
instansi sehingga dapat meminimalkan munculnya kejahatan tindak pidana 
perjudian. Hendaknya penegakan huk:um dalam pemberantasan tindak pidana 
perjudian sebagaimana di tegaskan Pasal 303 ayat 1 KUHP agar ditaati oleh pihak 
masyarakat maupun penegak huk:um menaati aturan tersebut dengan diduk:ung 
pertambahan jumlah personil Kepolisian di Polsek Kutalimbaru sehingga 
memadai sesuai dengan sarana dalam pelaksanaan tugas serta perlu adanya 
kerjasama antara institusi terkait serta perlunya partisipasi masyarakat. 

KataKunci: 
- Pemberantasan 
- Tindak Pidana 
- Perjudian 
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yang bersifat parsial, kurangnya partisipasi masyarakat dan sebagainya. 
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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUH Pidana) Pasal 3 0 3 ayat ( 3 ) 

adalah :4 

Setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya 
tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau menungkinkan itu 
ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga 
meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan 
lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan 
itu, demikian pula segala peraturan lainnya.1 

Permainan judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan 

yang akhimya dapat menghabiskan harta benda dan akhimya mendorong untuk 

rnelakukan kejahatan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) rnelarangnya dengan 

ancaman pidana Pasal 3 0 3 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542 .  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 3 KUH Pidana menyebutkan :2 

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barfang siapa 
dengan tidak berhak : 
1 e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi 

kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan 
mainjudi; 

2 e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada 
umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun 

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar

omentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1986 halaman 221 - 223. 

1 

Setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada 
tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau menungkinkan 
ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main 
meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau 

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 
demikian pula segala peraturan lainnya.1 

Permainan judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa 

akhimya dapat menghabiskan harta benda dan akhimya mendorong 

kejahatan. 

Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) rnelarangnya 

ancaman pidana Pasal 3 0 3 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 

disebutkan dalam Pasal 30 3 KUH Pidana menyebutkan :2 

hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau 
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2 

ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai 
kesempatan itu. 

3e. turut main judi sebagai pencaharian 

(2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dia dipecat 
dari jabatannya itu. 

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan 
pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung
untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadio bertambah besar karena 
kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak 
diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga 
segala pertaruhan yang lain-lain. (KUHP 35, 37, 542). 

Yang menjadi objek disini ialah Permainan Judi dalam bahasa asingnya 

hazardspel. Bukan semua permainan masuk hazardspe/. Yang diartikan 

hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat 

menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 

pengharapan itu jadio bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.3 

Yang dimaksud juga hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan 

at.au permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 

bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain,4 yang biasa disebut 

judi ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, 

akarat, keeping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain. Juga masuk 

otalisator pada pacuan kuta, pertandingan sepak bola dan sebagainya yang tidak 

.ermasuk hazardspel misalnya : domino, brigde, ceki, koah, pei dan sebagainya 

g biasa dipergunakan untuk hiburan. 

3 Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana 
4 Penjelasan Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana 

kepintaran pemain. Yang juga terhitung 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang 

oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian 
pertaruhan yang lain-lain. (KUHP 35, 37, 542). 

menjadi objek disini ialah Permainan Judi dalam bahasa 

Bukan semua permainan masuk hazardspe/. Yang 

yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan 

umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga 

itu jadio bertambah besar karena kepintaran kepintaran kepin dan kebiasaan 

dimaksud juga hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan 

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba 

demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain,4 yang biasa 
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